
SEKRETARIAT 
 

Indikator: 
Nilai Hasil Evaluasi LAKIP 
Perangkat Daerah 

BIDANG ANGGARAN 
 

Indikator: 
Tingkat Kualitas Perencanaan 
dan Penganggaran APBD 

BIDANG 
PERBENDAHARAAN 

 
Indikator: 
Tingkat Kualitas 
Penatausahaan APBD 

BIDANG AKUNTANSI 
 

Indikator: 
Tingkat Transparansi 
pengelolaan keuangan daerah 

BIDANG ASET DAERAH 
 

Indikator: 
Tingkat Kualitas Pengelolaan 
Barang Milik Daerah 

 
POHON KINERJA 
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA 

 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tenggarong, 4 Februari 2025. 

K e p a l a ; 
 
 
 

SUKOTJO, S. E. 
NIP. 197309081993021001. 

BPKAD 

- TUJUAN 1 : Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas 
Kinerja Pembangunan 

- TUJUAN 2 : Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan 
dan aset daerah 
 
Indikator: 

1. Predikat Akuntabilitas BPKAD 
2. Indek Pengelolaan Keuangan daerah 

ESSELON III 

ESSELON IV 

- SUB BAGIAN UMUM DAN 
KETATALAKSANAAN 

- Kelompok Jabatan Fungsional 
- Kelompok Jabatan Fungsional 

 
Indikator: 

1 .  Persentase Kesesuaian Perencanaan, 
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah terhadap Target Hasil 
Program RPJMD 

2 .  Presentase penyelenggaraan administrasi 
keuangan Perangkat Daerah secara tepat 
waktu dan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku 

3 .  Persentase pemenuhan Administrasi 
Barang Milik Daerah pada Perangkat 
Daerah 

4 .  Persentase pemenuhan Administrasi 
Kepegawaian Perangkat Daerah 

5 .  Persentase pemenuhan Administrasi 
umum perangkat daerah 

6 .  Persentase pemenuhan kebutuhan 
operasional perangkat daerah 

7 .  Persentase pemenuhan kebutuhan 
operasional perangkat daerah 

SASARAN 1 : Meningkatnya Transparansi 
dan Akuntabilitas Kinerja BPKAD 
 
Indikator: 
- Predikat Akuntabilitas BPKAD 

SASARAN 2 : Transparansi Pengelolaan 
Keuangan Daerah 
 
Indikator: 
- Penyajian Dokumen Perencanaan, 

Pelaksanaan, Pelaporan dan 
Pertanggunjawaban Keuangan 

- Keterbukaan Informasi pengelolaan 
Keuangan Daerah 

SASARAN 3 : Optimalisasi pengelolaan 
aset daerah 
 
Indikator: 
- Persentase Kesesuaian Pengelolaan 

Barang Milik Daerah Sesuai Peraturan 
Perundang – Undangan 

- SUB BIDANG PENYUSUNAN 
ANGGARAN 

- SUB BIDANG ADMINISTRASI 
ANGGARAN 
 

Indikator: 
1 .  Persentase tahapan 

penyusunan APBD tepat waktu 
2 .  Pemenuhan peraturan dan 

pedoman penyusunan APBD 
sesuai Prinsip Penganggaran 
yang Baik 

3 .  Persentase konsistensi 
perencanaan dengan 
penganggaran 

4 .  Persentase aparatur 
perencanaan anggaran 
Perangkat Daerah 
mendapatkan pembinaan 

- SUB BIDANG PELAYANAN 
BELANJA LANGSUNG 

- SUB BIDANG PELAYANAN 
BELANJA TIDAK LANGSUNG 

- Kelompok Jabatan Fungsional 
 
 

Indikator: 
1. Tingkat pemenuhan pedoman/ 

peraturan pengelolaan 
perbendaharaan daerah 

2. Persentase  Realisasi Dana Transfer. 
3. Persentase Transaksi Non Tunai 
4. Persentase penerbitan SP2D sesuai 

persyaratan tepat waktu 
5. Persentase pengelola keuangan 

Perangkat Daerah mendapatkan 
pembinaan penatausahaan 
keuangan 

6. Penyediaan Belanja Tak Terduga 
dan Jumlah Lokasi Desa Yang 
Mendapatkan Bantuan Keuangan 
Desa 

- SUB BIDANG PELAYANAN 
BELANJA LANGSUNG 

- SUB BIDANG PELAYANAN 
BELANJA TIDAK LANGSUNG 
 

Indikator: 
1. Persentase Laporan Keuangan 

disajikan tepat waktu 
2. Tingkat pemenuhan peraturan dan 

pedoman pengelolaan akuntansi 
3. Persentase Pejabat Penatausahaan 

Keuangan (PPK) Perangkat Daerah 
yang mendapat pembinaan 
penyusunan laporan sesuai SAP 

- SUB BIDANG INVENTARISASI 
DAN DOKUMENTASI ASET 

- SUB BIDANG PEMANFAATAN 
DAN PEMELIHARAAN ASET 

- Kelompok Jabatan Fungsional 
 

Indikator: 
1. Tingkat pemenuhan peraturan dan 

pedoman pengelolaan BMD sesuai 
Permendagri 19/2016 

2. Persentase Perangkat Daerah 
melaksanakan perencanaan dan 
penatausahaan BMD sesuai 
ketentuan 

3. Persentase Perangkat Daerah yang 
aktif melakukan rekonsiliasi laporan 
BMD 

4. Persentase pengelola BMD 
Perangkat Daerah mendapatkan 
pembinaan penatausahaan BMD 

ESSELON II 


